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RUU HIP Tak Cukup Ditunda,
Harus Dicabut dari Prolegnas

JAKARTA - Pemerintah bersa -
ma DPR diminta untuk tegas
mencabut Rancangan Undang-
Undang Haluan IdeologiPanca -
sila (RUU HIP) dari Program
Legislasi Nasional (Prolegnas).
Penundaan pembahasanhanya
akan memperbesar potensi*
konflik horizontal.

Pakar politik Universitas Al-
Azhar Indonesia, Ujang Ko-
marudin, mengatakan, penun-
daan pembahasan RUU inijust-
ru bisa memicu kemarahan pu-
blik yang dikhawatirkan ber-
ujung pada konflik horizontal.
”Kalau ini sekadar ditunda, lalu
nanti diubah namanya atau ju-
dul undang-undangnya, lalu
dibahas lagi oleh DPR maka itu
berpotensi terjadi eskalasikon -
flik ke depan. Jadi, ini bukan
hanya pertarungan soal elite,
tapi ini persoalan konflik hori-
zontal di depan,” ujar Ujang Ko-
marudinkemarin.

Potensi ini bisa dilihat dari
adanya aksi demonstrasi dan
pembakaran bendera PDIP.
Padahal, saat ini sebenarnya
masih dalam kondisi pandemi
korona (Covid-19). "Artinya,
kalaueskalasisaatinisajasudah
ramai begitu, apalagi saat un-
dang-undang ini berjalan.

* Kalauditunda, suatu saat nanti

bisa dibahas lagi. Ini kemung -
kinan besar akan memicu kon -
flik di kemudian hari,” tutur -
nya.

Menanggapi pernyataan
Wakil Ketua DPR Azis Syam-
suddin bahwa DPR akan me-
nyetop pembahasan RUU HIP,
Ujang yang juga Direktur
Eksekutif Indonesia Political
Review (IPR) itu mengatakan,
pernyataan menyetop atau
menghentikan pembahasan
belum cukup. "Pemerintah dan
DPR jangan main api. Ini mas -
yarakat sedang marah, sedang

geram terkait RUU HIP. Kalau
sekadar menyetop, itu kan
kalau berhenti bisa maju lagi.
Kalau kita mengendarai mobil,
stopkanbisajalanlagiinimobil.
Tapi kalau dibatalkan, dicabut
dariProlegnas, iniclear . Artinya
mereka tidak akan membahas
lagi,” urainya.

Ujang menjelaskan, saat ini
protes atas penolakan RUU ini
terjadi dimana-mana. Jangan
sampai stabilitas politik yang
sudah amaninidipicuoleh RUU
HIP yang kontroversial ini ke-
mudian menjadi konflik hori-
zontal di masyarakat. Menge-
naidalih bahwa perluadaupaya
penguatan terhadap Pancasila
sehingga. Badan: Pembinaan
IdeologiPancasila (BPIP) perlu
memiliki landasan- hukum
berupa undang-undang, Ujang
mengatakan dalam RUU ter-
sebut tidak terlihat ada niat
untuk penguatan Pancasila.
”Sekarang apakah Pancasila
tidakkuat? Kalaupenguatanitu
harusberbanding lurus dengan
pasal-pasal yang ada. Bagai-
manaada ekasila, trisila;itukan
mereduksi Pancasila. Seharus-
nya kalau memang memper-
kuat oke, tapi kalau isi dan
pasalnya mereduksi, melemah -
kan, melumpuhkan Pancasila,
kan ini menjadi persoalan,”
paparnya.

Dia mencontohkan frasa
berketuhananyangberkebuda -
yaan. “Di mana landasan ke -
tuhanan lalu menjadilandasan
berkebudayaan. Ini kan mem -
perlemah. Ini menjadi catatan
penting bagi kita sebagai anak
bangsa. Jangan sampai ber -
main di arti-arti pasal atau
makna-makna yangbias. Kalau
memang memperkuat silakan,
oke, tapi nyatanya RUU terse-
but berisi hal-hal yang kontra -
produktif dengan Pancasila itu

sendiri,” katanya.

Tak heran, kata Ujang, RUU
ini diprotes banyak kalangan,
termasuk oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan ormas-
ormas besar Islam seperti Nah-
dlatulUlama (NU) dan Muham-
madiyah. "Mereka tidak akan
bergerak, tidak akan protes
kalau tidakmenemukanhal-hal
yang berbahaya dalam isi un-
dang-undangitu,”katanya.

Jika Pancasila ingin diper -
kuat, kata Ujang, seharusnya
Pemerintah membuat UU
Pelestarian Pancasila. "Justru
Pancasilaituharusdilestarikan.
Kalau diperkuat tapi isinya
aneh-aneh itu/bagaimana?,”

gugatnya.
Ketua Umum Ikatan Cende -
kiawan Muslim Indonesia

(ICMI) Jimly Asshiddigie ikut
menyoroti soal RUU HIP yang
ramai menjadi perdebatan se-
ngit di masyarakat. Bahkan,
Ketum ICMI mengimbau agar
Presiden JokoWidodo (Jokowi)
dan para pimpinan partai po-

litik (parpol) berinisiatif men

cabutsecararesmiRUUHTPdari
Prolegnas Prioritas 2020 ka -
rena RUU ini telah memperluas
konflikdan perpecahan.

Hal ini disampaikan Jimly
lewat cuitannya di akun Twitter
pribadinya, @JimlyAs pada
Minggu (28/6) pagi ini. ’RUU
HIP perluas konflik dan per -
pecahan, a.n. Ketum ICMIkami
imbau pimpinan semua parpol
dan Presiden untuk ambil ini-
siatif, dialog, mulai dengan
cabut resmi RUU HIP dari Pro-
legnas 2020. Para tokoh/pim-
pinan juga diimbau tidak guna-
kan ideologi perang dan teologi
pemusuhan, termasuk peralat
hukum pidana untuk menang-
kalah,” tulisanggota DPD RIitu.
Llabdulrochim/
kiswondari
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